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ABSTRACT 
KPAI released the results of monitoring cases of violations of children's rights in 

the field of education from January to April 2019 where the trend of cases was 
dominated by bullying and physical violence. These data are sourced from the KPAI 
complaint division, both direct complaints and online complaints. KPAI Commissioner 
for Education, Retno Listyarti said that violations of children's rights in the field of 
education are still dominated by bullying, namely physical violence, psychological 
violence, and sexual violence. In addition, child victims of the policy are also quite high 
in cases. based on education level, the majority of cases occurred at the 
elementary/equivalent level, namely as many as 25 cases or reaching 67 percent, the 
junior high level equivalent as many as 5 cases, high school level equivalent as many as 
6 cases and higher education (PT) as many as 1 case. The results showed that 35.8% of 
students had experienced or were victims of bullying that had not been specified 
whether it was physical bullying, verbal bullying, relational bullying and electronic 
bullying. And do not know whether students experience the effects of bullying such as 
lowering a child's motivation to go to school, hindering achievement, increasing child 
aggressiveness, and causing depression. One of the factors that encourage perpetrators 
to commit cyber bullying is that the perpetrators do not understand the function of 
social media and do not know that there are rules that must be obeyed by social media 
users so as not to harm others. Young people do not understand the laws and 
regulations governing certain criminal acts, in this case the ITE Law Number 11 of 
2008 that hate speech, insults, and others are offenses that can be punished. 
Keywords; education, cyberbullying, criminal act 
 

 

A. LATAR BELAKANG 
Perkembangan teknologi dan informasi selain membawa dampak positif juga 

menimbulkan dampak negatif. Dampak positif kehidupan sosial yang semakin maju, 
sedangkan dampak negatif adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan. Bentuk dari 
perbuatan pidana yang terjadi pada dunia maya atau dalam teknologi informasi dikenal 
dengan istilah Cyber Crime, yaitu tindak pidana yang bersifat dinamis, dimana pada 
mulanya hanya terbatas pada kejahatan yang menyerang komputer serta 
pemanfaatannya, kini menjadi kejahatan yang timbul dari pemanfaatan teknologi 
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menimbulkan dampak negatif. Dampak positif kehidupan sosial yang semakin maju, 
sedangkan dampak negatif adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan. Bentuk dari 
perbuatan pidana yang terjadi pada dunia maya atau dalam teknologi informasi dikenal 
dengan istilah Cyber Crime, yaitu tindak pidana yang bersifat dinamis, dimana pada 
mulanya hanya terbatas pada kejahatan yang menyerang komputer serta 
pemanfaatannya, kini menjadi kejahatan yang timbul dari pemanfaatan teknologi 

internet. Kejahatan siber (Cyber Crime) terjadi akibat perilaku menyimpang pelalu 
media sosial dalam penyalahgunaan media sosial dalam aspek kehidupan masyarakat45. 

Kejahatan dunia maya (cyber crime) di era modern sekarang ini telah 
bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan 
kartu kredit (carding), penipuan identitas, pornografi anak, dan lainnya. Salah satu 
kejahatan dunia maya yang berkembabg adalah perundungan dunia maya atau cyber 
bullying khususnya terhadap anak sebagai korban46 

Cyberbullying adalah tindakan yang menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan 
untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, 
menyakiti/menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan perrmusuhan oleh 
seorang individu atau kelompok penggunaan teknologi komunikasi dalam penggunaan 
layanan internet dan teknologi mobile seperti halaman web dan grup diskusi serta 
telepon selular dan pesan teks (SMS). Cyberbullying dapat dikategorikan bullying 
verbal karena pelaku melakukan tindakan bullying secara tidak langsung seperti 
mengejek, menghina, mengolok-olok, mencela, menggosip, menyebarkan rumor, 
bahkan mengancam dengan menggunakan media elektronik. Adapun jenis dari 
Cyberbullying menurut Willard (2007) yaitu flaming (pesan dengan amarah), 
harassment (gangguan), denigration (pencemaran nama baik), 
impersonation (peniruan), outing (penyebaran), trickery (tipu daya), exclusion 
(pengeluaran), dan cyberstalking 3 (merendahkan)47 

Sebanyak 41 persen siswa Indonesia dilaporkan pernah mengalami 
perundungan, setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Persentase angka perundungan 
siswa di Indonesia ini berada di atas angka rata-rata negara OECD sebesar 23 persen. 
Pada saat yang sama, 80 persen siswa Indonesia mengaku perlu membantu anak-anak 
yang mengalami perundungan. Sementara sebanyak 17 persen siswa mengaku kesepian. 
Laporan juga mencatat, sebanyak 21 persen siswa Indonesia pernah bolos sekolah dan 
52 persen dilaporkan datang terlambat ke sekolah. Selain itu, laporan juga menyoroti 
iklim pertemanan antar-siswa di Indonesia. Sebanyak 57 persen siswa di Indonesia 
mengaku saling bersaing satu sama lain, berada di atas angka rata-rata negara OECD 
sebesar 50 persen. Sementara sebanyak 75 persen siswa mengaku memiliki teman-
teman sekolah yang koperatif. Studi ini dilakukan terhadap 6 ribu anak berusia 15 tahun 
dari 79 negara OECD setiap tiga tahun sekali. Kasus perundungan memang banyak 

                                                 
45   Djanggih, Hardianto dan Qamar, Nurul. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam 

Penanggulangan Kejahatan 
    Siber (Cyber Crime). Jurnal Pandecta Volume 13. Number 1. June 2018, hal. 21  
46   Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai 
    Korban”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 

hal. 34 
47 Amaliya Syam A, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying. 2015, hal. 2 
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terjadi pada anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, 
sebanyak 107 anak menjadi korban perundungan di sekolah pada 2018 lalu.48  

KPAI merilis hasil pengawasan kasus-kasus pelanggaran hak anak di bidang 
pendidikan sepanjang Januari sampai dengan April 2019 dimana trend kasusnya di 
dominasi oleh bullying dan kekerasan fisik. Data-data ini besumber dari divisi 
pengaduan KPAI, baik pengaduan langsung maupun pengaduan online. Komisioner 
KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, pelanggaran hak anak di bidang 
pendidikan masih didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan flsik, 
kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Selain itu, anak korban kebijakan juga cukup 
tinggi kasusnya. berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas kasus terjadi di jenjang 
SD/sederajat yaitu sebanyak 25 kasus atau mencapai 67 persen, Jenjang SMP sederajat 
sebanyak 5 kasus, jenjang SMN sederajat sebanyak 6 kasus dan Perguruan nggi (PT) 
sebanyak 1 kasus.49 

Cyberbullying dapat mengakibatkan jatuhnya korban dikarenakan aktifitas bully 
atau tindak kekerasan yang menyerang psikis seseorang yang semakin meningkat. 
Cyberbullying yang dilakukan secara intens dapat menyebabkan korbannya menjadi 
stress dan terganggu kehidupan sosialnya sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya 
apabila korban tidak segera melapor ke pihak yang berwajib.50 

Salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya kejahatan adalah tidak adanya 
rasa bersalah dari pelaku kejahatan. Tidak adanya rasa bersalah itu dapat disebabkan 
karena pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan 
yang dilarang oleh undang- undang (Ali, 2012: 150).Oleh karena itu diperlukan 
pengkajian untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan cyber bullying 
dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori-teori 
kriminologi sangat penting untuk memahami proses-proses yang menjadikan suatu 
perbuatan sebagai kejahatan dan proses-proses yang menjadikan seseorang melakukan 
kejahatan.51 

Berdasarkan uraian diatas ,maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah 
tersebut dengan judul TINJAUAN KRIMINOLOGI DALAM CYBERBULLYING 
TERHADAP ANAK yang dalam kegiatan ini mengambil studi kasus di MTSS 
PELITA GEDONG TATAAN sebagai subject penelitian. Alasan penulis mengangkat 
judul tersebut karena ingin mengetahui lebih mendalam faktor-faktor apa yang 

                                                 
48(https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191205133925-284-454419/41-persen-siswa-di-
indonesia-pernah-jadi-korban-bullying diakses 29 Juni 2021 Pukul 22.28 WIB.) 
49 https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-67-persen-kekerasan-bidang-pendidikan-terjadi-di- jenjang-sd 
diakses pada 29  
  Juni 2021 Pukul 22.47 WIB. 
50 Amaliya Syam A, Ibid, hal. 5 
51Djanggih, Hardianto dan Qamar, Nurul. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam 
Penanggulangan Kejahatan 
  Siber (Cyber Crime). Jurnal Pandecta Volume 13. Number 1. June 2018, hal. 35 
 



195KEADILAN PROGRESIF Volume 12 Nomor 2 September 2021

terjadi pada anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, 
sebanyak 107 anak menjadi korban perundungan di sekolah pada 2018 lalu.48  

KPAI merilis hasil pengawasan kasus-kasus pelanggaran hak anak di bidang 
pendidikan sepanjang Januari sampai dengan April 2019 dimana trend kasusnya di 
dominasi oleh bullying dan kekerasan fisik. Data-data ini besumber dari divisi 
pengaduan KPAI, baik pengaduan langsung maupun pengaduan online. Komisioner 
KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, pelanggaran hak anak di bidang 
pendidikan masih didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan flsik, 
kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Selain itu, anak korban kebijakan juga cukup 
tinggi kasusnya. berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas kasus terjadi di jenjang 
SD/sederajat yaitu sebanyak 25 kasus atau mencapai 67 persen, Jenjang SMP sederajat 
sebanyak 5 kasus, jenjang SMN sederajat sebanyak 6 kasus dan Perguruan nggi (PT) 
sebanyak 1 kasus.49 

Cyberbullying dapat mengakibatkan jatuhnya korban dikarenakan aktifitas bully 
atau tindak kekerasan yang menyerang psikis seseorang yang semakin meningkat. 
Cyberbullying yang dilakukan secara intens dapat menyebabkan korbannya menjadi 
stress dan terganggu kehidupan sosialnya sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya 
apabila korban tidak segera melapor ke pihak yang berwajib.50 

Salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya kejahatan adalah tidak adanya 
rasa bersalah dari pelaku kejahatan. Tidak adanya rasa bersalah itu dapat disebabkan 
karena pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan 
yang dilarang oleh undang- undang (Ali, 2012: 150).Oleh karena itu diperlukan 
pengkajian untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan cyber bullying 
dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori-teori 
kriminologi sangat penting untuk memahami proses-proses yang menjadikan suatu 
perbuatan sebagai kejahatan dan proses-proses yang menjadikan seseorang melakukan 
kejahatan.51 

Berdasarkan uraian diatas ,maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah 
tersebut dengan judul TINJAUAN KRIMINOLOGI DALAM CYBERBULLYING 
TERHADAP ANAK yang dalam kegiatan ini mengambil studi kasus di MTSS 
PELITA GEDONG TATAAN sebagai subject penelitian. Alasan penulis mengangkat 
judul tersebut karena ingin mengetahui lebih mendalam faktor-faktor apa yang 

                                                 
48(https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191205133925-284-454419/41-persen-siswa-di-
indonesia-pernah-jadi-korban-bullying diakses 29 Juni 2021 Pukul 22.28 WIB.) 
49 https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-67-persen-kekerasan-bidang-pendidikan-terjadi-di- jenjang-sd 
diakses pada 29  
  Juni 2021 Pukul 22.47 WIB. 
50 Amaliya Syam A, Ibid, hal. 5 
51Djanggih, Hardianto dan Qamar, Nurul. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam 
Penanggulangan Kejahatan 
  Siber (Cyber Crime). Jurnal Pandecta Volume 13. Number 1. June 2018, hal. 35 
 

menyebabkan terjadinya kejahatan Cyberbullying, dan upaya seperti apakah yang dapat 
dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulanginya. 
 
B. PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di MTSS PELITA GEDONG TATAAN. 
Jumlah siswa berjumlah 103 siswa dengan sampel penelitian berjumlah 52 siswa yang 
diambil dengan bantuan pengisian Anggket. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah 
dengan membagikan angket perilaku bullying kepada siswa lalu siswa menjawab dan 
hasilnya akan digunakan sebagai dasar analisis. Pertanyaan hanya terdiri dari peryataan 
siswa apakah siswa pernah mengalami Cyberbullying atau Bullying dan apakah siswa 
pernah melakukan Cyberbullying atau Bullying. Hasil ini didapatkan dari analisis 
jawaban dari angket perilaku bullying yang telah disebar kepada 103 siswa MTSS 
PELITA GEDONG TATAAN. Hasil analisis persentase siswa yang sudah mengisi 
angket dari 103 siswa madrasah yang mengisi dan dijadikan sampel sebanyak 52 siswa 
dengan presentase jenis kelamin Pria 43,4%, Jenis kelamin wanita 56,6% dengan 
berbagai tingkatan kelas. 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 1 Diagram siswa yang mengisi angket 
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                    Gambar 2 Diagram Jenis Kelamin yang mengisi angket 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 siswa pernah melakukan Cyberbullying /bullying 
 
 
Faktor pertama munculnya kasus cyber bullying tidak bisa dihindarkan karena 

faktor kemajuan teknologi informasi. Adanya kemajuan teknologi komunikasi dan 
informasi yang mempermudah individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya 
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, turut andil terhadap perkembangan tingkah laku 
tindak pidana cyber bullying dan juga terhadap perkembangan bentuk cyber bullying 
ini.Faktor selanjutnya adalah pelaku kurang memahami fungsi media sosial dan tidak 
mengetahui ada aturan yang harus ditaati dari pengguna media sosial agar tidak 
merugikan orang lain. Anak-anak muda kurang memahami aturan perundang-undangan 
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yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 
tahun 2008 bahwa ujaran kebencian, penghinaan, dan lain-lain merupakan delik yang 
dapat dipidana. Ketidaktahuan ini tentunya menambah peningkatan presentase 
kejahatan cyber bullying.52 Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan perilaku 
bullying masih kerap dilakukan di lingkungan Madrasah dan menurut presentase 
dihasilkan 32,1% siswa yang pernah melakukan Bullying yang dilakukan oleh siswa 
MTSS PELITA GEDONG TATAAN . Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hasil ini sejalan 
dengan hasil penelitian Nurhuda (Karina, Hastuti dan Alfiasari, 2013:20) menemukan 
bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki proporsi yang seimbang dalam peran 
sebagai bully. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang di lakukan 
oleh Marcum53, juga membuktikah bahwa tidak ada perbedaan perilaku bullying di 
media sosial antara laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama melakukan cyber 
bullying (bullying di media sosial). Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan 
perilaku bullying antara laki-laki dan perempuan, juga mendukung hasil penelitian ini. 
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan 
yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam melakukan bullying, yaitu 
siswa laki-laki dan siswa perempuan hampir seluruhnya melakukan perilaku bullying.54 

Tingkah laku menyimpang dan kejahatan muncul karena ada sejumlah orang 
yang merasakan kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki (goal) dengan cara yang 
tersedia untuk mencapai cita-cita tersebut. Ketidaksesuaian antara fakta dengan angan-
angan yang diinginkan individu tersebut berakibat pada ketegangan (strain) dan frustrasi 
yang pada gilirannya akan menimbulkan respons psiko-fisis pada individu dan berakhir 
dengan terjadinya kekerasan atau perlawanan. Van Dijk et all., menyatakan bahwa, 
individu dapat mereaksi ketegangan (strain) dengan berbagai cara, yaitu dapat 
menerima tujuan (+), menolak (-), atau membuang dan menggantinya dengan tujuan 
lain. Penerimaan, penolakan dan penggantian ini dapat pula diterapkan sebagai 
sarananya (Djanggih dan Qamar, 2018: 3). 
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Gambar 4 Diagram siswa pernah merasakan bullying 
 
 

Hasil penelitian menunjukkan 35,8% siswa pernah mengalami atau menjadi 
korban bullying yang belum spesifik apakah itu bullying fisik, bullying verbal, bullying 
relasional dan bullying elektronik. Serta belum mengetahui apakah siswa mengalami 
Dampak yang ditimbulkan perundungan seperti penurunkan motivasi seorang anak 
bersekolah, menghambat prestasi, meningkatkan agresivitas anak, hingga menimbulkan 
depresi. 
 
2. Etiologi Kriminal terhadap Seseorang yang Melakukan Tindak Pidana Cyber 

bullying 
dari putusan pengadilan dapat diambil fakta bahwa motif pelaku cyber bullying 

yang menjadi dasar putusan. Berikut ini disajikan 2 putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap terkait dengan kasus cyber bullying: (a) Putusan No. 
471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn: faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana cyber 
bullying berupa penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sosial media adalah 
faktor yang bersumber dari diri pelaku, yaitu ingin menyampaikan kekesalannya. Pelaku 
menganggap bahwa menulis kata-kata kasar di media sosial yang bertujuan untuk 
menyerang orang sekaligus dapat mencurahkan isi hati serta kekesalannya terhadap 
orang yang bersangkutan. Bahkan sebaliknya jika ia tidak menyampaikan rasa 
kekesalannya maka orang tersebut tidak akan menyadari bahwa pelaku merasa kesal 
kepadanya; (b) Putusan No. 272/Pid.sus/2019/PN.Mtr: faktor penyebab pelaku 
melakukan tindak pidana cyber bullying berupa pengancaman adalah faktor yang 
bersumber dari dalam diri, yaitu kekecewaan dan kekesalan pelaku atas penanganan 
pemda pasca gempa. Dalam hal ini tidak adanya rasa bersalah dari pelaku dan pelaku 
memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku cyber bullying pada 
kasus ini adalah karena perasaan emosi akibat kekecewaan terhadap pelayanan dan 
kekesalan yang lahir dari pengamatan pelaku terhadap penanganan pasca gempa. 
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Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 
penyebab yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana cyber bullying dapat 
dirangkum sebagai berikut: 
1) Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (factor intern) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana cyber 
bullying adalah bersumber dari dalam diri pelaku yaitu rasa kekesalan terhadap 
korban (Putusan No. 471/Pid.sus/2013/PN.Slmn), kekecewaan pelaku terhadap 
langkah penanganan pemda pasca gempa (Putusan No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr), 
dan faktor ketidaktahuan terhadap aturan bermedia sosial dan perundang-undangan 
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adalah tidak adanya rasa bersalah dari pelaku kriminalitas. Tidak adanya rasa 
bersalah itu dapat disebabkan oleh diri pelaku kriminalitas, pelaku memang tidak 
mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh 
undangundang. Faktor lainya yang menjadi penyebab terjadinya prilaku cyber 
bullying yaitu karena perasaan emosi akibat kekecewaan, kekesalan, dendam, sakit 
hati, kekecewaan terhadap pelayanan, dan kekesalan yang seluruhnya lahir dari 
pola hubungan yang dilakukan oleh satu individu yang lain. Kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 
juga menambah peningkatan presentase kejahatan cyber bullying. Kurangnya 
tanggapan atas sosialisasi pemerintah terkait UU ITE ini ditambah lagi dengan 
penentangan terhadap serangkaian aturan yang terdapat di dalamnya turut 
mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang terkait terhadap tindak 
pidana cyber bullying. 
 

2) Faktor yang bersumber dari luar diri pelaku (faktor ekstern) Faktor ekstern antara 
lain: (1) Faktor kemajuan teknologi informasi: Modernisasi turut bertanggung 
jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas sebab akses 
informasi, dukungan media massa dan media sosial, serta perkembangan arah 
kebudayaan yang cenderung mengarah kepada konsep individualistis dan materialis 
membuat persinggungan antar individu rentan terjadi; (2) Faktor keluarga: pola 
asuh permisif dan otoriter serta pengetahuan orang tua tentang perilaku bullying 
memiliki andil yang besar pula dalam membetuk kepribadian anak, termasuk 
menjadikan anak melakukan perilaku cyber bullying di media sosial. (3) Faktor 
teman sebaya: beberapa anak melakukan bullying hanya untuk membuktikan 
kepada teman sebayanya agar diterima dalam kelompok tersebut; (4) Faktor 
budaya: budaya yang kacau, perekonomian yang tidak menentu, prasangka dan 
diskriminasi, dan konflik dalam masyarakat dapat mendorong anak-anak dan 



200 KEADILAN PROGRESIF Volume 12 Nomor 2 September 2021

remaja menjadi seorang yang depresi, stress, arogan dan kasar, termasuk dalam 
bermedia social.55 

 
3. Aspek Hukum Cyberbullying 

Menanggapi masalah cyber bullying, Indonesia telah memiliki peraturan 
perundang- undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana Cyberbullying 
ini.Secara umum, Cyberbullying dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik 
yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam 
mengatur delik Cyberbullying ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai 
penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2). Dari kedua pasal tersebut, maka pasal 
310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk meuntut para pelaku Cyberbullying. Namun 
memang disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum.‟‟ 
Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” sudah 
dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dimana 
Mahkamah berpendapat bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off 
line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang 
dilakukan di dunia cyber (penghinaan online) karena ada unsur-unsur di muka umum. 
Mahkamah juga menambahakan bahwa “memasukkan dunia maya ke dalam pengertian 
“diketahui umum”,”di muka umum”,dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara 
harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif 
yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat 
diakses”. Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan 
teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan 
mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.56 

Upaya penanggulangan hukum atas terjadinya tindak pidana cyber bullying di 
Indonesia adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah tindakan yang 
dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada 
pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yaitu memberikan sanksi pidana bagi pelaku 
cyber bullying untuk memberikan efek jera. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Undang-Undang No. 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan upaya non penal 
adalah tindakan yang lebih bersifat mencegah terjadinya kejahatan dengan sasaran 
utama adalah menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non 
penal ini diantaranya dengan pendekatan moral dengan memberikan pengajaran moral 
yang baik, pendekatan teknologi dengan menciptakan keamanan dalam sistem 
elektronik informasi dan komunikasi yang digunakan, kerjasama global untuk akses 
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data, pengoptimalan peran pemerintah dalam mengatur penyediaan konten di media 
sosial, peran media dan jurnalistik dalam memberitakan kejahatan cyber bullying, 
sehingga tidak ditiru oleh anak-anak lain di kemudian hari.57 

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas diatur dalam BAB XI 
KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik yaitu: Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi: “Setiap 
Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat 
(2) dipidanadengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi: 
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” 

Ada tiga pendekatan kajian kriminologi yang dapat digunakan dalam 
mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan yaitu pendekatan deskriptif, normatif, dan 
sebab akibat. Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan 
observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta kejahatan dan 
pelaku kejahatan. Pendekatan normatif yaitu menemukan dan mengungkapkan hukum-
hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-
kecenderungannya. Pendekatan sebab-akibat untuk mengetahui mengapa pelaku 
kejahatan tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan 
pendekatan ini dikenal dengan etiology of crime atau etiologi kriminal (Effendi, 2016: 
3). Merujuk pada pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan teori etiologi 
kriminal terhadap kasus cyber bullying sangat diperlukan karena digunakan sebagai 
dasar pijakan pengambil keputusan dalam memerangi cyber bulling agar dapat 
dilakukan pencegahan secara tepat sasaran dan efektif. Strategi penanggulangan 
kejahatan perlu mempertimbangkan faktor- faktor penyebab kejahatan. Kapan kondisi-
kondisi tertentu secara konsisten dapat dihubungkan dengan kejahatan. Pencegahan 
kejahatan memerlukan perbaikan kondisi-kondisi tertentu, sehingga ke depan kasus 
cyber bullying dapat diminimalkan. 

 
C.  PENUTUP 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
sebanyak 35,8% siswa pernah mengalami atau menjadi korban bullying yang belum 
spesifik apakah itu bullying fisik, bullying verbal, bullying relasional dan bullying 
elektronik.Salah satu faktor penyebab yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana 
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cyber bullying yaitu pelaku kurang memahami fungsi media sosial dan tidak 
mengetahui ada aturan yang harus ditaati dari pengguna media sosial agar tidak 
merugikan orang lain. Anak-anak muda kurang memahami aturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 
tahun 2008 bahwa ujaran kebencian, penghinaan, dan lain-lain merupakan delik yang 
dapat dipidana. Aspek Hukum Cyberbullying diinterpretasikan terhadap berbagai delik 
yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam 
mengatur delik Cyberbullying ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai 
penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2). 
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